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I. UMUM 

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 

pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 

lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan 

kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor 

pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar 

terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal 

yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu 

mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar 

modal yang mengatur mengenai pembelian kembali saham yang 

dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-105/PM/2010 tentang Pembelian 

Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, 
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beserta Peraturan Nomor XI.B.2 yang merupakan lampirannya, menjadi 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembelian Kembali Saham 

yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah pedoman 

umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak 

lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam 

waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya 

atau Efek-nya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal 

terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 
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Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Dalam praktiknya “program kepemilikan saham oleh karyawan 

dan/atau direksi dan dewan komisaris” dikenal dengan istilah 

employee stock option plan, management stock option plan, 

employee stock purchase plan, atau management stock purchase 

plan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Pasal 18 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal 

yang mengatur mengenai transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan 

transaksi tertentu. 
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Pasal 29 

Transaksi material mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi 

material dan perubahan kegiatan usaha utama. 

 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa 

penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan 

pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

  

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
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